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2 Tfillun 1992

TENTANG

PERUBAHANKETIGAPERA'lURANDAERAHKABUPATENDAERAHTINGKATII

BUSI BAN1'UASINNa'IOR01 TAHUN1978' TENTANG!\AR'lUKELUARGA,KAR-

TU TANDAPENDUDUKDANPERUBAHANDALA/4RANGKAP'ELAKSANAANPE~1DAE

TARANPENDUDUKDALABKABUPATENDAERAHTINGKATII 11USIBANYUASIN

DENGANRAHHAT'lUHANYANGHAHAESA

BUPATIKEPALADAERliH,TINGKATII BUSI BANYUASIN

. !'lenirnbang : a. Bahwa berdasarkan Surat !'lenteri Dalam Negeri Nemer 471.4/1654/SJ tanggal
18 Juni 1990 peruhal pelaksanaan Registrasi Penduduk dan Surat Edaran
Gubernur KepalaDaerah TLngkat I Sumatera Se1atan Nemer 09/SE/I/1990
tanggal 5 !'lei 1990 perihal petunjuk tekhnis pelaksanaan Kemputerisasi
Data Kependudukan dan Kartu Thnda Penduduk (KTP), dimaksudkan agar keter-
tiban dan penyempurnaan administrasi kependudukan secara menyeluruh serta
penyesuaian biaya pembuatan Kartu Ke1uarga dan Kartu Thnda Penduduk (KTP)
dapat dicapai ;

b. bah,la selain yang dimaksud pada butir "a" juga meningkatkan pelayanan
dan meringankan beban masyarakat serta effisiensi dari segi waktu menge~-
nai pembuatan dan perpanjangan waktu berlakunya KartuTanda Penduduk --
(KTP) ;

c. bGh,ra untuk kepentingan butir "a" dan "b" diatas dipandang perlu mengubah
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TLngkat II 14usi Banyuasin Nemer 01 Ta--
hun 11978tentang Kartu Ke1uarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam
rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam Kabupaten Daerah TLngkat II
Nusi Banyuasin dengan Peraturan lJaerah Kabupaten Daerah 1lngkat II Husi
Banyuasin.

' ..

19ingat 1. Undang-undang Nemer 5 Tahun 1974 tentang Pekek-pekek Pemerintahan Di Dae-
rah (J1.embaran Negara Tahun 1974 Nemer 38, Tamb~hanLembaran lqegara Nemer'
3037) ;

2. Undang-undang Nemer 28, Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TLngkat II
dan Ketapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nemer 73,
Tambahan Lembaran Negara Nemer 1821) ;

3. Undang-undang Nemer '5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan'Desa (Lembaran Ne-
gara T~un 1979 Nemer 56, TambahcinLembaran Negara Nemer 5153) ;

4. Keputusan Presiden Republik IndOnesia Nemer 52 Tahun 1977 tentang Pendaf-
taran Penduduk ;

5. Peraturan Henteri Dalam Negeri Nemer 8 Tahun 1977 tentang pelaksanaan peg,
daftaran Penduduk ;

6. Peraturan Henteri Dalam Negeri Nemer 8 Tahun 1983 ten tang Bentuk Peratur-
an Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Menteri ••••••••••••••••
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7. Keputusan Menteri DalaJn Negeri Nemer.404 Tahun 1977 tentang pedeman
~endnyudsukunandPeraturan Daerah Tingkat II ten tang Kartu Keluarga, Kartu Tanda.
•.e u an Perubahan dalaJn rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk .,

$. Keputusro: Henteri DalaJn Negeri Nemer 24 T~un 1991 tanggal 11 11aret 1991
tentru:g Jang~ waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk
berusJ.a 60 Tahun Keatas' ;

9. peratur:m :lenteri Dalam Negeri Nemer 6 Tahun 1988 Presedur Penetapan pre-
Hukumdi Lingkungan Departemen DalaJn Negeri ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nemer 08 'la--
hun 1985 tentangPenyidik Pegawai Negeri Sipil (FPNS) dalaJn Kabupaten Da-
erah Tingkat II l1usi .Banyuasin.

Dengan Persetujuan Delqan.t'erwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Husi Banyuasin

MEI1UTUSKAN

"'vnetapkan : PERAWRANDAERAHKABUPATENDllERAHTINGKATII lIDSI BANYUASINTENTANG
PERUBAHANKETIGAPERAIDRANDllERAH,KABUPATENDAERAHTINGlCATII HUSI
BANYUASINNmo.'l.01 T4HUN1978 TENTANGKA.'l.IDKELUARGA,KARIDTANDk
PElIDUDUKDANBElWBAHA!JDALA!'lRANGKAPELAKSANAANPENDAFTARANPENDU-
DUKDALAl'lKABUPATENDllERAHTINGKATII HUSI BANYUASIN

PASAL I

Peraturan &erah Kabupaten Daerah Tingkat II Husi Banyuasin Nemer 01 Tahun
1978 tanggal 7 Januari 1978 tentang Kartu Kelua:bga, Kartu Tanda Penduduk
dan Perubahan dalaJn rangka pelaksanaan pend:aftaran penduduk dalaJn Kabupaten
Daerah Ti.ngkat II Husi Banyuasin, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gube!:
nur Kepala Daerah Ti.ngkat I Surnatera Selatan tangga114 Januari 1978 Nemer
44/KP'JB/IX/1978 dan diundangkan dalaJn Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Husi Banyuasin tanggal 1 Pebruari 1978 Nemer 01 Tahun 1978 Seri "D"
yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II ~Iusi
Banyuasin Nemer 02. Tahun 1979 tanggal 28 Maret 1979 tentang Perubahan Perta-
rna Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nemer 02 'la--
hun 1979 tentang Kartu Keluarga, Kartu 'Ianda Penduduk dan perubahan dalaJn
rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalaJn Kabupaten Daerah Tingkat II
Husi Banyuasin yang disahkan dengan Surat Keputusan D.lbernur Kepala Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 25 Juni 1979 Nemer 315/KP'IS/rxj1979 dan
kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mu-
si Banyuasin Nemer 10 Tahun 1983 tanggal 13 Desember 1983 tentang perubahan
kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nemer 02
Tahun 1979 tanggal 28 l.laret 1979 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pendu-.
duk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam Kabupg,
ten Daerah lingkat II Musi Banyuasin yang disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat r Sumatera Selatan tanggal 30 April 1984 Ne--
mer 233/KP'IS/rV/1984 dan diundangkan dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Husi Banyuasin tanggal 9 Juni 1984 Nemer 01 'Iahun 1984 Seri "D",

selanjutnya diubah lagi sebagai berih-ut :

A. Pasal 1 ayat (1) ••••••••••••••
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A. Pasal 1 ayat (1) butir "d" d:l.ubahdan dibaca sebagai berikut :
Perubahan ialah mutasi yang terjadi dalam suatu Kecamatan dan Kabu-
paten karena perpindahan,kelahiran dan kematian.

B. Pasal 1 ayat (1) batir "g" dihapuskan.
C. Fasal' 2 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Se,tiap penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyu-
asin wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Lurah untuk memiliki
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

D. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Setiap Kepala Keluarga Wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas
dirinya atau Anggota Keluarganya kepada Kepala Desa/Lurah.

E. Pasal 5 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajibmelaporkan kepada
Kepala Desa/Lurah ditempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam wak-
tu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa/Lurah ditempat yang baru.

F. Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut
Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data
administrasi bagi Camat lembana~ki~(empat) Kepala Desa/Lurah Lem -
baran ke 3 (tiga), Kepala Rukun Tetangga (RT) lembaran ke 2 (dua) -
dan Kepala Keluarga (KK) lembaran ke 1 (satu).

G. Pasal 6 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut, :
Sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun Kepala Desa/Lurah me-
lakukan penelitian ulang atas Kartu Keluarga.

~~~ Pasa17 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
dan dapat diperpanjang selama 3 «tiga) tahun, bagi penduduk Warga -
Negara Indonesia (WNI) yang berusia 60 tahun keatas diberikan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) yang jangka waktunya berlaku untuk seumur hidup
kecuali tempat tinggalnya tidak tetap,atau terjadi perpindahan temp
pat tinggal atau terlibat langsung dalam organisasi terlarang.

I. Pasal 7, ditambah ayat (6) baru:
Kepala Perwakilan Kecamatan dapat menanda tangani Kartu Tanda Pen -
duduk Warga Negara Indonesia.

J. 'Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai b~rikut :
Untuk memberikan Kartu Keluarga dipungut biaya Rp.500.- (lima ratus
rupiah) 1 ( satu) set,4 (empat) lembar dan Kartu Tanda Penduk~uk --
(KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp.1.000.- (seribmDrupiah),
untuk Warga Negara Asing (V.~A)Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah).

K. Pasal 9 ayat (1) diuoah dan dibaca sebagai berikut :
Pelanggran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal
2,3,5,6 dan 7 Peraturan Daerah ini dapat dihukum pidana J.curungap.:t2',
selama-lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya-~'::' -
Rp.50.000.- ( lima puluh ribu rupiah ).

L. Pasal 9 ayat (2')diubah dan dibaca sebag4i berikut :
"(~And~k Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelang-
garan penyeiidikannya selain dapat dilakukan oleh penyelidik umum,
dilakukan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pe-
merintah Daerah yang diangkat dan telah dilantik sesuai dengan Pe-
raturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL. II ••••••••••••••••••
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A. Pasal 1 ayat (1) butir lid" diubah dan dibaca sebagai berikut :
Perubahan ialah mutasi yang terjadi dalam suatu Kecamatandan Kabupaten
karena perpindahan, kelahiran dan kematian.

B. Pasal 1 ayat (1) butir "g" dihapuskan.

C. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Setiap penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Husi Banyuasin
wajib mendaftarkan diri kepgda kepala Desa/Lurah untuk memiliki Kartu -
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

D. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Setiap Kepala Keluarga vlajib melaporkan perubahan yang terjadi atas di-
rinya atau Anggota Keluarganya kepada Kepala Desa/Lurah.

E. Pasal 5 ayat (4) diubah dan di baca sebagai berikut :
Setiap pendudukyang berpindah tempat tinggal vlajib melaporkan kepada
Kepala Desa/Lurah di tempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam Vlaktu
14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa/Lurah ditempat yang baru.

F. Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
][artu KeJ.uargadibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakandata admi-
nistrasi bagi Camatlembaran ke-4 (empat) Kepala Desa/Lurah lembaran ke
3 (tiga), Kepala RuJamTetanggal(RT) lembaran ke....2(dua) dan Kepala Ke-
luarga (la,) lembaran ke-:-1(satu). .

G. Pasal 6 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut
Sekurang-:-kurangnyasekali dalam 3 (tiga) tahun Kepala Desa/Lurah melak£
kan peneli tian Ulang atas Kartu KeJ.uarga.

H. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Kartu Tanda Penduduk (KTP)berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun, bagi pendudukWargaNegara
Indonesia (wwr) yang berusia 6C tahun keatas diberikan Kartu TandaPen-
duduk (KTP)yang jangka waktunya berlaku untuk seumur hidup kecuali te!!!
pat tinggalnya tidak tetap, atau terjadi perpind!Jhan tempat tinggal
atau terlibat langsung dalam organisasi terlarang.

I. Pasal 8 ayat (1) diubah dan diilaca sebagaJiiberikut :
Untuk memberikanKartu Keluarga dipungut biaya Rp.500,.,.(llma ratus rup:!.0
ah) 1 (satu) set 4 (empat) lembar dan Kartu Tanda PendUduk(KTP)untuk
l~arga Negara Indonesia (vlI'lI) Rp.1000,-(seribu rupiah), untuk Harga Neg~
ra Asing O~NA)Rp.2000,-:-(duarlbu rupiah).

J. Pasal 9 ayat (1.) diubah dan dibaca sebagai berikut : .
PeJ.anggaran atau kelalaianterhadap ketentuan-ketentuan dalam.pasal 2,
3, 4, 5, 6, dan 7 Peraturan Daerah ini dapat dihukumpLdana kurungan se-
lama-lamanya 6 (eham) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50•000,-
(lima puluh ribu rupLah).

K. Pasal 9 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran
penyidikannya sel~ dapat dilakukan oleh penyidikan umurn,dilakukan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)dilingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat dan telah dilantik sesuai dengan Peraturan Perundang-un--:-
dangan yang berlaku.

PASAL. II •••••••••••••
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PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,. Agar setiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangarlPeraturan Daerah ~
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mu-
si Banyuasin.

Sekayu, 25 Pebruari 1992.

II

DJSAHKAN
r co. fan Snrat Keputusal} Gubernur Kdh. Tk. l ss
Tangg.! : ~VM_'1_/~'!,,?_2~.-~~ _
Nomor : _'1.~I!!5.l.!!]'1.12.

-ris Wi~ayahI Daerab
Biro Hukwn.

DIUNDANGKAN:

DALAlII LE1,ffiAI,AlI DAERAB KABUPATEN DAERAH
TDIGKAT II MUSI BANYUASIN

PADA TANGGAL : 12 AGUSTUS 1992

NOMOR : 04 TABUN 1992 SERI '.' D "

SEKRETABIS WILAYAB/ DAERAB,

~~~.~-Duu.h.MOHD.HATTA YUSUF.
PEbffiIllA TK. I NIP.440003065.
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